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ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 330 (2)  M Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan  Peraturan Menteri 

Dalam Négeri Nomor 21 Tahun 2011  tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam  Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 

 Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan  dan Belanja 

Daerah dapat berjalan lancar, berdaya guna dan  berhasil guna perlu dilakukan 

penyesuaian-penyesuaian dalam pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten 

Rokan Hilir dan untuk dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang  berlaku 

maka dipandang perlu untuk melakukan  penyempurnaan dan perubahan 

terhadap sistem dan  prosedur pelaksanaannya.  

  - Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 

tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten 

Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 

Kuantan Sengingi dan Kota Batam; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Pembahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 

2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 



Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 

Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 

Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya; Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. 

  - Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas peraturan bupati rokan hilir 

nomor 48 tahun 2011 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan 

daerah kabupaten Rokan Hilir dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu 

dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam pengelolaan Keuangan Daerah di 

Kabupaten Rokan Hilir dan untuk dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan 

yang berlaku. 
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